ABSTRAK

Penelitian skripsi ini membahas tentang aturan Presidential Threshold dalam
Pemilu tahun 2019, sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum. Tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk mengkaji
implikasi dari penerapan konsep Presidential Threshold terhadap Pemilihan Umum
Serentak di Indonesia tahun 2019 mendatang.Penelitian ini merupakan penelitian
hukum normatif melalui studi kepustakaan (Library Research). Untuk mendapatkan
kesimpulan dari hasil kajian dalam penelitian ini dengan baik, valid dan logis,
penyusun melakukan telaah atas bahan penelitian secara kualitatif, kemudian analisis
penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif-deduktif-normatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksaan Pemilu Serentak tahun 2019 tidak
bisa menggunakan ketentuan Presidential Threshold untuk pemilihan Presiden karena
pelaksanaan Pemilu Legislatif bersamaan dengan Presiden. Penelitian ini memberikan
saran bahwa sebaiknya jika tetap menggunakan aturan Presidential Threshold,
Pemilihan Umum dilaksanakan terpisah antara legislatif dan eksekutif. Namun jika
harus menggunakan sistem Pemilu yang serentak antara legislatif dan eksekutif, maka
aturan Presidential Threshold harus ditinjau ulang relevansinya.
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